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Abstrak  

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana Islam atau Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, Indonesia, dengan 

menitikberatkan pada aspek normatif, prosedural, dan maqashid al-syariah. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan 

hukuman cambuk sebanyak 140 kali di Banda Aceh pada Januari 2026 sebagai contoh aktual penerapan sanksi jinayat 

dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui telaah terhadap 

peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik, dokumen hukum nasional, serta prinsip hak asasi manusia 

internasional. Penelitian ini bertujuan menilai apakah standar pembuktian dalam praktik Qanun Jinayat telah memenuhi 

syarat ketat sebagaimana dikenal dalam fikih Islam klasik, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan lima tujuan utama 

hukum Islam atau al-kulliyyat al-khams. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan substantif antara standar 

pembuktian fikih klasik dan praktik peradilan Aceh kontemporer. Selain itu, belum adanya mekanisme rehabilitasi yang 

terstruktur menunjukkan lemahnya orientasi pemidanaan terhadap tujuan perbaikan atau islah. Penelitian ini juga 

menemukan ketegangan normatif antara kewenangan syariat daerah berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, sistem hukum 

nasional Indonesia, dan standar perlindungan HAM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka 

Reformasi Penegakan Syariat Berbasis Maqashid (RPSM). Kerangka ini meliputi revisi Qanun Jinayat dengan memasukkan 

prinsip maqashid sebagai pertimbangan peradilan yang mengikat, penguatan kapasitas kelembagaan peradilan, integrasi 

program rehabilitasi dalam pemidanaan, serta profesionalisasi korps penegak Wilayatul Hisbah. Dengan demikian, 

penegakan syariat di Aceh diharapkan lebih selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, perlindungan martabat manusia, 

dan tujuan utama hukum Islam. 

Kata kunci: Hukum Syariat Islam, Hukuman Cambuk, Aceh, Maqashid Al-Syariah, Qanun Jinayat, Hak Asasi Manusia, 

Rehabilitasi, Indonesia 

1. Latar Belakang 

Di Indonesia, Aceh menjadi provinsi dengan satu-satunya konstitusional yang berwenang menerapkan hukum 

pidana Islam melalui instrumen Qanun. Kewenangan istimewa ini lahir dari perpaduan antara sejarah panjang 

gerakan separatis bersenjata, identitas keislaman yang mengakar kuat, dan konsesi politik yang dicapai pada 

tahun 2005 melalui Perjanjian Helsinki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh kemudian mengkukuhkan kewenangan tersebut secara yuridis dan membuka ruang bagi 

pembentukan Qanun Jinayat sebagai instrumen hukum pidana Islam yang operasional.  

Pada tanggal 29 Januari 2026, perhatian publik nasional dan internasional kembali tertuju ke Banda Aceh ketika 

aparat Wilayatul Hisbah (WH) menghukum cambuk sepasang individu sebanyak 140 kali di halaman masjid 

raya kota tersebut. Angka 140 merupakan akumulasi dari dua pelanggaran yang digabungkan dalam satu putusan 

Mahkamah Syar’iyah: 100 kali cambuk atas jarimah zina (hubungan seksual di luar pernikahan) dan 40 kali 

cambuk atas jarimah khamar (konsumsi minuman beralkohol). Eksekusi berlangsung di hadapan ratusan warga 

yang berkumpul menyaksikannya secara langsung maupun melalui platform media sosial.  
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Peristiwa ini memantik respons yang tajam dan terpolarisasi. Di tingkat internasional, berbagai organisasi hak 

asasi manusia mengecam hukuman tersebut sebagai wujud perlakuan yang bersifat kejam serta mengabaikan 

nilai kemanusiaan dan menjadi tak manusiawi, yang secara eksplisit dilarang oleh Konvensi PBB Menentang 

Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia. Di dalam negeri, pemerintah dan ulama Aceh 

mempertahankan legitimasi hukuman itu sebagai implementasi sah syariat yang diamanatkan undang-undang 

dan mencerminkan aspirasi masyarakat Aceh.  

Ketegangan ini bukan sekadar perdebatan tentang kompatibilitas hukum Islam dan hak asasi manusia universal, 

melainkan juga mengangkat persoalan-persoalan yang lebih teknis dan mendasar: apakah standar pembuktian 

yang diterapkan di Aceh telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh fikih Islam klasik itu sendiri? Apakah 

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat (maqashid al-

syariah)?  Dan bagaimana mengelola konflik normatif yang terjadi antara sistem hukum daerah, nasional, dan 

internasional secara adil dan komprehensif?  

Dalam konteks hukum Islam normatif, persoalan pertama yang perlu ditempatkan secara hati-hati adalah 

kedudukan jarimah zina dan khamar dalam konstruksi fikih klasik. Zina pada umumnya dikategorikan sebagai 

jarimah hudud, yakni pelanggaran yang sanksinya dipandang telah ditentukan secara tegas oleh nash. Karena 

sifatnya yang berat dan berdampak langsung pada kehormatan manusia, pembuktiannya tidak dapat dilakukan 

secara longgar. Literatur fikih klasik menempatkan standar pembuktian zina pada derajat yang sangat ketat, 

terutama melalui pengakuan yang sah, sukarela, berulang, atau kesaksian empat orang saksi yang melihat 

perbuatan secara jelas. Ketatnya standar tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan 

menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kriminalisasi, menjaga kehormatan, dan menghindari kesalahan 

pemidanaan. 

Prinsip kehati-hatian ini berkaitan erat dengan kaidah dar’u al-hudud bi al-syubuhat, yaitu menghindarkan 

penerapan hudud apabila masih terdapat keraguan. Kaidah tersebut memberi pesan bahwa hukuman yang berat 

tidak boleh dijatuhkan ketika masih ada celah ketidakpastian pada fakta, alat bukti, niat, atau prosedur. Dalam 

kerangka ini, praktik peradilan jinayat di Aceh perlu diuji bukan hanya dari segi legalitas formal berdasarkan 

Qanun, melainkan juga dari segi kualitas pembuktian menurut nilai dasar fikih. Apabila suatu putusan lebih 

banyak bertumpu pada pengakuan yang lahir dalam situasi tekanan sosial, pemeriksaan aparat, atau 

ketidakseimbangan posisi tersangka, maka validitasnya perlu dikaji secara kritis. Hukum Islam klasik justru 

menuntut kehati-hatian agar sanksi hudud tidak berubah menjadi alat penghukuman yang menyingkirkan 

perlindungan terhadap martabat manusia. 

Dari perspektif maqashid al-syariah, penerapan Qanun Jinayat harus dinilai melalui lima tujuan utama syariat, 

yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukuman terhadap khamar dapat dikaitkan dengan 

perlindungan akal, sedangkan larangan zina berkaitan dengan perlindungan keturunan, keluarga, dan tatanan 

moral masyarakat. Namun, hubungan antara larangan dan tujuan syariat tidak otomatis membenarkan setiap 

bentuk pelaksanaan hukuman. Maqashid menuntut agar sarana hukum yang dipilih benar-benar menghasilkan 

kemaslahatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Jika eksekusi cambuk di ruang publik menimbulkan 

trauma, stigma berkepanjangan, penghinaan sosial, atau menghambat reintegrasi pelaku ke masyarakat, maka 

efektivitasnya sebagai sarana islah patut dipertanyakan. 

Konsep islah menempati posisi penting dalam pemidanaan Islam. Pemidanaan idealnya tidak berhenti pada 

pembalasan, tetapi diarahkan pada perbaikan perilaku, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan pengulangan 

pelanggaran. Oleh karena itu, ketiadaan mekanisme rehabilitasi dalam Qanun Jinayat menjadi problem 

mendasar. Dalam kasus khamar, misalnya, persoalan konsumsi alkohol dapat memiliki dimensi kebiasaan, 

ketergantungan, lingkungan sosial, atau tekanan psikologis. Apabila respons negara hanya berupa cambuk tanpa 

konseling, pembinaan, pendampingan keagamaan, dan pemulihan sosial, maka hukum kehilangan fungsi 

transformasionalnya. Demikian pula pada perkara zina, pemidanaan seharusnya disertai perlindungan terhadap 

martabat, privasi, dan kemungkinan perbaikan hidup, bukan sekadar eksposur publik yang memperbesar rasa 

malu. 

Ketegangan lain muncul ketika kewenangan khusus Aceh berhadapan dengan sistem hukum nasional. Secara 

yuridis, Aceh memang memiliki dasar otonomi khusus untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat 

berdasarkan syariat Islam. Namun, otonomi tersebut tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berlandaskan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip persamaan di hadapan 
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hukum. Artinya, Qanun sebagai produk hukum daerah tidak dapat dipahami sebagai norma yang sepenuhnya 

terpisah dari sistem hukum nasional. Ia tetap harus dibaca selaras dengan UUD 1945, undang-undang nasional, 

dan kewajiban Indonesia dalam instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. 

Dalam perspektif hak asasi manusia, hukuman cambuk publik menimbulkan persoalan karena dipandang 

menyentuh larangan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Di sisi lain, pendukung 

Qanun Jinayat berargumen bahwa penerapan hukuman tersebut merupakan ekspresi identitas hukum masyarakat 

Aceh dan bagian dari pengakuan negara terhadap kekhususan daerah. Perbedaan sudut pandang ini tidak dapat 

diselesaikan hanya dengan menegaskan salah satu posisi secara mutlak. Diperlukan pendekatan dialogis yang 

mampu membaca konteks sejarah Aceh, aspirasi keagamaan masyarakat, sekaligus batas-batas konstitusional 

negara hukum modern. Dengan demikian, kritik terhadap Qanun tidak harus dimaknai sebagai penolakan 

terhadap syariat, melainkan sebagai upaya memastikan agar syariat dijalankan sesuai tujuan keadilan, 

kemaslahatan, dan perlindungan manusia. 

Berdasarkan analisis tersebut, kerangka Reformasi Penegakan Syariat Berbasis Maqashid dapat diarahkan pada 

beberapa aspek. Pertama, Qanun Jinayat perlu direvisi dengan memasukkan maqashid al-syariah sebagai 

pertimbangan wajib bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur 

jarimah secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, derajat kerugian, kondisi pelaku, kualitas 

pembuktian, dan potensi dampak sosial dari hukuman. Kedua, standar pembuktian perlu diperjelas agar selaras 

dengan prinsip kehati-hatian fikih klasik. Pengakuan harus dipastikan bebas dari tekanan, didampingi penasihat 

hukum, dan dapat ditarik kembali dalam batas tertentu, terutama pada perkara hudud yang berkonsekuensi berat. 

Ketiga, pemidanaan harus memasukkan program rehabilitasi sebagai komponen wajib, bukan sekadar pilihan 

administratif. Rehabilitasi dapat berbentuk konseling, pendidikan keagamaan, pemulihan psikososial, pelatihan 

keterampilan, serta pendampingan keluarga dan komunitas. Keempat, Wilayatul Hisbah perlu diprofesionalisasi 

melalui pelatihan hukum acara, etika penegakan hukum, psikologi pemeriksaan, perlindungan kelompok rentan, 

dan prinsip HAM. Aparat yang bertugas tidak cukup hanya memahami norma larangan, tetapi juga harus mampu 

menjalankan penegakan hukum secara proporsional, tidak intimidatif, dan menghormati privasi. 

Kelima, perlu dibangun mekanisme pengawasan independen terhadap proses penyidikan, penuntutan, 

persidangan, dan eksekusi. Pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memastikan 

hak tersangka terpenuhi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Syar’iyah. Keenam, ruang 

eksekusi publik perlu dievaluasi secara serius. Apabila tujuan utama hukuman adalah perbaikan, maka 

pelaksanaan yang terlalu menonjolkan tontonan sosial dapat bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan 

manusia. Model pelaksanaan yang lebih tertutup, terukur, dan berorientasi pemulihan dapat dipertimbangkan 

tanpa menghilangkan identitas hukum Aceh. 

Dengan demikian, reformasi Qanun Jinayat bukan berarti meniadakan kekhususan Aceh, melainkan menata 

ulang pelaksanaannya agar lebih sejalan dengan prinsip terdalam syariat. Hukum Islam tidak boleh direduksi 

menjadi simbol penghukuman, sebab inti syariat terletak pada keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Kasus 

cambuk 140 kali di Banda Aceh memperlihatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap hubungan antara teks 

hukum, praktik kelembagaan, dan dampak sosial pemidanaan. Apabila reformasi berbasis maqashid dijalankan 

secara konsisten, Aceh dapat membangun model penegakan syariat yang lebih adil, konstitusional, manusiawi, 

serta tetap berakar pada nilai keislaman masyarakatnya. 

Pada akhirnya, penelitian ini menempatkan maqashid bukan sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai ukuran 

praktis untuk menilai apakah hukum benar-benar menghadirkan perlindungan. Dengan ukuran tersebut, 

keberhasilan penegakan syariat tidak hanya dilihat dari terlaksananya hukuman, tetapi juga dari kemampuan 

sistem hukum mencegah penyimpangan prosedur, menjaga hak pihak yang diperiksa, memperbaiki pelaku, dan 

menumbuhkan ketertiban sosial yang bermartabat secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat Aceh yang 

majemuk dan dinamis. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kasus hukuman cambuk 140 kali tersebut dari perspektif hukum 

Islam normatif, termasuk kajian fikih dan ushul fikih;  (2) mengevaluasi keselarasan antara Qanun Jinayat Aceh 

dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah;  (3) memetakan dan menganalisis ketegangan antara hukum syariat 

lokal, hukum nasional Indonesia, dan standar hak asasi manusia internasional; serta (4) merumuskan kerangka 

reformasi yang konkret dan dapat diwujudkan berdasarkan pendekatan maqashid al-syariah. 
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2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menerapkan metode hukum normative dengan orientasi pada penelaahan terhadap kajian asas 

hukum, norma hukum, serta doktrin yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Pendekatan ini dipilih 

karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif yakni menyangkut validitas, konsistensi, dan koherensi 

norma-norma hukum yang berlaku, baik pada sistem hukum Islam klasik maupun dalam sistem hukum yang 

bersifat positif di Indonesia. 

Penlitian ini ternasuk ke dalam library research (penelitian kepustakaan) yang dilaksanakan melalui penelusuran, 

pengkajian serta pengolahan berbagai sumber tertulis, baik itu bersifat primer maupun sekunder, sesuai dengan 

topik yang relevan. Cakupan bahan hukum primer yaitu teks Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 

Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,  UUD 1945, Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  serta putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah yang dapat 

diakses secara publik. Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fikih klasik, karya-karya kontemporer 

dalam kajian maqashid al-syariah, jurnal-jurnal ilmiah terindeks internasional dalam ranah hak asasi manusia 

dan hukum Islam, serta laporan-laporan Lembaga internasional dan nasional. 

Data dikumpulkan berdasarkan hasil studi dokumentasi yang secara sistematis dilakukan terhadap ketiga 

kategori bahan hukum tersebut, kemudian, data yang telah diperoleh melalui analisis dengan pendekatan 

kualitatif-interpretatif berdasarkan penggabungan tiga perspektif: pertama, perspektif dogmatik-yuridis untuk 

menguji konsistensi internal norma hukum; kedua, perspektif komparatif untuk membandingkan standar 

pembuktian dalam fikih klasik dengan praktik Aceh; dan ketiga, perspektif teleologis-maqashidi untuk 

mengevaluasi apakah penerapan hukuman mencapai tujuan-tujuan syariat yang dimaksudkan. 

3. Hasil dan Diskusi 

Latar Belakang Sosio-Historis Formalisasi Syariat Islam di Aceh 

Untuk memahami kasus hukuman cambuk 140 kali secara utuh, diperlukan pemahaman tentang latar belakang 

sosio-historis yang melatarbelakangi formalisasi syariat Islam di Aceh kontemporer. Sejak masa Kesultanan 

Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan di abad ke-16 hingga ke-17, Aceh telah memiliki keterikatan yang 

kuat dengan Islam. Di Asia Tenggara pun menjadi salah satu wilayah pusat penyebaran Islam tertua, identitas 

keislaman menjadi inti dari kesadaran kolektif masyarakat Aceh dan terus bertahan melampaui berbagai 

pergolakan politik.  

Selama hampir tiga puluh tahun, terjadi pertikaian militer yang berkepanjangan antara otoritas pemerintah 

Indonesia di tingkat pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meninggalkan luka sosial yang dalam dan 

menjadi konteks penting bagi proses perdamaian Helsinki. Perjanjian tersebut memberikan Aceh status otonomi 

khusus yang antara lain mencakup hak dalam penerapan formal dari syariat Islam dan komprehensif, termasuk di 

lingkup bidang hukum pidana yang kemudian diformulasikan dalam Qanun Jinayat.  

Formalisasi ini tidak terjadi tanpa kontroversi, bahkan di dalam masyarakat Aceh sendiri. Terdapat ketegangan 

antara kelompok yang menginginkan penerapan syariat yang ketat dan komprehensif, kelompok yang lebih 

menekankan dimensi etis dan sosial syariat tanpa formalisasi hukum pidana, serta generasi muda urban yang 

terpapar nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia melalui pendidikan modern dan media digital. Dinamika 

internal ini membentuk konteks yang kompleks di mana kasus cambuk 140 kali harus ditempatkan dan 

dipahami.  

Deskripsi Kasus dan Analisis Landasan Normatif Qanun Jinayat 

Kasus yang menjadi fokus kajian ini adalah pelaksanaan hukuman cambuk sebanyak 140 kali terhadap dua orang 

terdakwa pada Januari 2026 di Banda Aceh. Berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah, terdakwa dinyatakan 

bersalah atas dua jarimah: pertama, jarimah zina yang diancam dengan 100 kali cambuk berdasarkan Pasal 33 

Qanun Jinayat;  dan kedua, jarimah khamar diancam sebanyak 40 kali cambuk berdasarkan Pasal 16 Qanun yang 

sama.  
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Dari sisi hukum positif, terdapat dasar yuridis yang kuat bagi pelaksanaan hukuman tersebut. Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 termasuk produk sah dari legislasi daerah, telah melalui proses pembahasan di Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan memiliki landasan konstitusional yang kokoh menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara eksplisit menyediakan Aceh memiliki kewenangan 

saat menetapkan dan menegakkan hukum dari syariat Islam. 

Akan tetapi, formalitas hukum positif ini tidak dengan sendirinya menjamin bahwa penerapannya telah 

memenuhi standar yang diharapkan baik oleh hukum Islam klasik maupun oleh hukum internasional. 

Pertanyaan-pertanyaan krusial yang perlu dijawab mencakup: Bagaimana kualitas proses pembuktian yang 

digunakan? Apakah hak-hak prosedural terdakwa dipenuhi secara memadai? Apakah terdapat jaminan medis 

yang cukup selama pelaksanaan eksekusi? Dan apakah tersedia mekanisme rehabilitasi pasca-eksekusi yang 

terstruktur?  

Analisis Standar Pembuktian dalam Perspektif Fikih Islam Klasik 

Persoalan paling mendasar dari sudut pandang hukum Islam klasik adalah pertanyaan tentang standar 

pembuktian yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman hudud. Dalam tradisi fikih yang dikembangkan oleh 

para imam mazhab utama (Maliki, Syafi’i, Hanbali, dan Hanafi) pembuktian untuk jarimah zina mensyaratkan 

empat orang saksi (arbaʿat syuhadaʼ) yang secara langsung menyaksikan penetrasi dalam kondisi yang tidak 

meragukan. Persyaratan ini secara konsisten dipertahankan di seluruh tradisi fikih sebagai perlindungan terhadap 

penghukuman yang tidak adil dan sewenang-wenang.  

Persyaratan ketat ini bukan merupakan formalitas prosedural belaka, melainkan mencerminkan prinsip yang 

lebih mendalam dalam epistemologi hukum Islam: bahwa dalam perkara yang menyangkut hukuman fisik yang 

berat (hudud), keyakinan hakim harus dibangun di atas bukti yang melampaui setiap kemungkinan keraguan 

(syubhat). Kaidah fikih yang masyhur, “Hudud ditolak oleh syubhat” (al-hudūd tudrā bil-syubāhāt), memiliki 

implikasi praktis yang sangat konkret dalam prosedur pembuktian dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar 

ungkapan retorika.  

Kajian terhadap praktik penegakan Qanun Jinayat di Aceh menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, alat bukti 

yang digunakan jauh dari standar fikih klasik tersebut. Praktik yang lazim adalah penggunaan kesaksian aparat 

WH yang melakukan penangkapan, pengakuan terdakwa, dan atau bukti-bukti dokumenter seperti foto dan video 

dari operasi razia. Standar fikih klasik mensyaratkan empat saksi yang secara langsung menyaksikan jarimah, 

sementara sistem pembuktian yang berlaku di Aceh mengandalkan alat bukti yang dalam tradisi fikih dianggap 

tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman hudud.  

Kesenjangan antara standar pembuktian teoretis dan praktis ini bukan sekadar masalah teknis prosedural. Ia 

mencerminkan ketidakselarasan yang lebih fundamental antara bagaimana hukum Islam diterapkan di Aceh dan 

bagaimana ia seharusnya diterapkan menurut sumber-sumber normatifnya sendiri. Berbagai sarjana hukum Islam 

kontemporer telah menyoroti kesenjangan serupa di berbagai yurisdiksi yang menerapkan hukum pidana Islam, 

dan menyebutnya sebagai salah satu permasalahan paling mendesak dalam kajian fiqh jinayah modern.  

Perspektif Maqashid al-Syariah dalam Menilai Penerapan Hukuman Cambuk 

Kerangka analitis yang kaya diberikan oleh Maqashid al-syariah untuk mengevaluasi apakah suatu penerapan 

hukum Islam benar-benar mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh syariat. Dalam formulasi klasik yang 

dikembangkan oleh Al-Ghazali dan Al-Syatibi, serta diperbarui secara sistemis oleh sarjana kontemporer seperti 

Jasser Auda, terdapat lima tujuan utama yang menjadi dasar perlindungan hukum: hifzh al-din (agama), hifzh al-

ʻaql (akal), hifzh al-nafs (jiwa), hifzh al-māl (harta), dan hifzh al-nasl (keturunan). 

Evaluasi terhadap kasus cambuk 140 kali melalui lensa maqashid menghasilkan sejumlah pertanyaan kritis. Dari 

aspek hifzh al-nafs, apakah eksekusi 140 kali cambuk dilaksanakan dengan pengawasan medis yang memadai? 

Dari aspek hifzh al-ʻaql dan hifzh al-nasl, apakah tersedia program rehabilitasi dan konseling yang 

memungkinkan terdakwa memulihkan fungsi sosial dan psikologisnya pasca-eksekusi? Pertanyaan-pertanyaan 

ini bukan bersifat retoris, melainkan menunjuk pada kekosongan struktural dalam sistem penegakan Qanun 

Jinayat yang berlaku.  
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Kajian-kajian kriminologi rehabilitatif secara konsisten menunjukkan bahwa program rehabilitasi terstruktur 

lebih efektif dalam mencegah pengulangan jarimah (recidivism) dibandingkan hukuman fisik semata. Temuan 

ini selaras dengan tujuan islah (perbaikan dan reformasi pelaku) yang merupakan dimensi penting dari 

pemidanaan dalam Islam. Para ulama fikih klasik telah menegaskan bahwa dimensi pencegahan (zajr) dan 

perbaikan (islah) harus berjalan berdampingan; penghukuman yang tidak disertai mekanisme rehabilitasi hanya 

memenuhi setengah dari tujuan pemidanaan Islam.  

Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa seluruh instrumen syariat, termasuk hukuman, harus 

dievaluasi berdasarkan apakah ia benar-benar menghasilkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah 

kemudaratan (mafsadah). Prinsip ini mengimplikasikan bahwa penerapan hukum Islam yang tidak menghasilkan 

kemaslahatan nyata bagi individu dan masyarakat perlu ditinjau kembali melalui mekanisme ijtihad yang 

bertanggung jawab.   

Aspek lain yang perlu dikritisi dari perspektif maqashid adalah pelaksanaan eksekusi secara terbuka di ruang 

publik. Dalam fikih klasik, tujuan publisitas hukuman adalah deterensi (zajr al-ʼaāmmah) bagi masyarakat. 

Namun penelitian kriminologi kontemporer menunjukkan bahwa efek deterensi dari hukuman publik jauh lebih 

terbatas dari yang diasumsikan, sementara dampak psikologis negatifnya terhadap terdakwa, termasuk 

stigmatisasi sosial yang berkepanjangan dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi.  

Ketegangan antara Qanun Jinayat, Hukum Nasional, dan Standar HAM Internasional 

Dimensi paling kompleks dari permasalahan ini adalah ketegangan normatif antara tiga lapisan sistem hukum 

yang berlaku secara bersamaan: Qanun Jinayat Aceh, hukum nasional Indonesia, dan standar hak asasi manusia 

internasional. Ketegangan ini bukan sekadar masalah teknis-yuridis, melainkan menyentuh pertanyaan-

pertanyaan fundamental tentang kedaulatan hukum, pluralisme normatif, dan martabat manusia dalam negara 

hukum modern.  

Hukum nasional menjadi perspektif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan serta tindakan yang merendahkan harkat 

dan martabat manusia. Indonesia juga telah meratifikasi CAT PBB (Konvensi Menentang Penyiksaan). Secara 

hierarkis normatif, ketentuan konstitusional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi seharusnya 

mengatasi peraturan daerah; namun dalam praktiknya, mekanisme pengawasan untuk memastikan supremasi 

hierarki norma tersebut belum berjalan secara konsisten.  

Di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara eksplisit menetapkan kewenangan dalam penegakan 

syariat Islam kepada Aceh yang mencakup dalam bidang hukum pidana. Sampai sekarang, belum terdapat 

putusan pengadilan langsung serta definitif mengaji konstitusionalitas hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat, 

sehingga menciptakan area abu-abu hukum yang berpotensi merugikan hak-hak fundamental warga negara.  

Mekanisme pengawasan yudisial terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah juga menghadirkan persoalan 

tersendiri. Meskipun secara formal jalur kasasi ke Mahkamah Agung tersedia, dalam praktiknya mekanisme ini 

jarang ditempuh, sebagian karena ketidaktahuan terdakwa tentang hak-hak hukum mereka, dan sebagian lagi 

karena tekanan sosial-budaya yang membuat upaya banding terhadap putusan syariat dianggap tabu. Lemahnya 

check and balance yudisial ini merupakan salah satu kelemahan struktural yang mendesak untuk diperbaiki.  

Rekomendasi Reformasi Berbasis Maqashid al-Syariah 

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini mengusulkan kerangka Reformasi 

Penegakan Syariat Berbasis Maqashid al-Syariah (RPSM). Kerangka ini bertolak dari keyakinan bahwa hukum 

Islam pada hakikatnya adalah sistem hukum yang berkeadilan, membawa kemaslahatan nyata, dan menghormati 

martabat manusia. Dengan demikian, reformasi ini bukan tentang melemahkan syariat, melainkan tentang 

mewujudkannya secara lebih autentik sesuai dengan tujuan-tujuannya.  

Pertama, dalam dimensi normatif, perlu dilakukan revisi substansial terhadap Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 

Tahun 2014 yang secara eksplisit menjadikan prinsip-prinsip maqashid al-syariah sebagai pertimbangan 

mengikat dalam setiap putusan Mahkamah Syar’iyah. Revisi ini juga perlu memperjelas dan memperketat 
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standar minimum pembuktian untuk setiap kategori jarimah, khususnya dalam memenuhi persyaratan saksi 

untuk jarimah hudud sebagaimana ditetapkan fikih klasik.   

Kedua, dalam dimensi kelembagaan, diperlukan penguatan kapasitas Mahkamah Syar’iyah melalui program 

pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi hakim yang mencakup teori maqashid al-syariah kontemporer, hukum 

acara yang berkeadilan, psikologi hukum, dan standar hak asasi manusia internasional. Perlu juga dibentuk 

Komite Pengawas Penegakan Syariat yang bersifat independen, multistakeholder, dan memiliki kewenangan 

untuk melakukan review terhadap putusan yang berpotensi menyimpangi standar fikih dan HAM.  

Ketiga, integrasi mekanisme rehabilitasi merupakan kebutuhan mendesak. Setiap putusan hukuman cambuk 

harus secara wajib disertai dengan program pembinaan dan rehabilitasi yang terstruktur, mencakup konseling 

psikologis, pendampingan spiritual, dan program reintegrasi sosial. Hal ini tidak hanya selaras dengan tujuan 

islah dalam pemidanaan Islam, tetapi juga merupakan praktik terbaik dalam kriminologi rehabilitatif yang telah 

terbukti efektif.  

Keempat, profesionalisasi aparatur Wilayatul Hisbah adalah komponen yang tidak kalah pentingnya. Program 

pelatihan WH harus mencakup prosedur penangkapan yang humanis, perlindungan hak-hak tersangka, teknik 

mediasi dan resolusi konflik, serta pemahaman komprehensif tentang HAM dan prinsip-prinsip maqashid al-

syariah. Kurikulum pendidikan keagamaan di Aceh juga perlu mengintegrasikan kajian maqashid secara lebih 

sistematis.  

Kelima, perlu ada harmonisasi aktif antara Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan nasional. Beberapa 

negara dengan mayoritas Muslim telah menunjukkan bahwa reformasi hukum yang berorientasi maqashid dapat 

dilakukan tanpa meninggalkan komitmen keislaman. Pengalaman-pengalaman ini dapat menjadi referensi 

berharga bagi Aceh dalam merumuskan model reformasi syariat yang kontekstual dan autentik.  

Fondasi nilai untuk seluruh reformasi ini dapat diidentifikasikan dalam empat prinsip: al-ʿadl (keadilan) yang 

mensyaratkan proses pembuktian yang ketat dan tidak memihak;  al-maslahah (kemaslahatan) yang 

mengharuskan setiap sanksi dievaluasi berdasarkan kemaslahatan nyata yang dihasilkan;  al-karāmah al-

insāniyyah (martabat manusia) yang menegaskan bahwa bahkan dalam penerapan sanksi, martabat terdakwa 

harus tetap dijaga;  serta al-tawāzun (keseimbangan) antara fungsi deterensi dan fungsi reformatif dari 

pemidanaan.  

Implementasi RPSM yang berhasil berpotensi memberikan dampak positif yang melampaui batas Aceh. Dalam 

konteks hubungan pusat-daerah, Aceh berpotensi menjadi model bagi daerah-daerah lain yang memiliki aspirasi 

serupa, namun dengan cara yang lebih matang dan berbasis maqashid.   Pada tataran internasional, keberhasilan 

Aceh dalam mereformasi sistem penegakan syariat berdasarkan prinsip-prinsip maqashid dapat memberikan 

narasi tandingan yang kuat terhadap pandangan bahwa hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal 

adalah dua hal yang tidak dapat dipertemukan.   

4. Kesimpulan 

Kasus hukuman cambuk 140 kali di Banda Aceh pada Januari 2026 merupakan cermin yang memantulkan 

kompleksitas berlapis dari proyek formalisasi syariat Islam di Indonesia: kompleksitas historis, normatif, 

prosedural, dan hak asasi manusia. Kajian dalam penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan yang saling 

terkait dan saling menguatkan. Pertama, dari perspektif hukum Islam normatif, terdapat kesenjangan yang 

substansial antara standar pembuktian yang dipersyaratkan oleh fikih Islam klasik untuk menjatuhkan hukuman 

hudud dan praktik yang berlangsung di Mahkamah Syar’iyah Aceh. Kesenjangan ini bukan persoalan teknis-

administratif semata, melainkan menyentuh legitimasi penerapan hukum pidana Islam itu sendiri: penerapan 

hukuman hudud dengan standar pembuktian yang lebih rendah dari yang disyaratkan fikih klasik secara 

paradoks dapat dikritik sebagai tidak sesuai dengan hukum Islam yang diklaim menjadi landasannya. Kedua, 

dari perspektif maqashid al-syariah, sistem penegakan Qanun Jinayat yang berlaku menghadapi setidaknya dua 

kekurangan struktural: ketiadaan mekanisme rehabilitasi yang komprehensif yang bertentangan dengan tujuan 

islah pemidanaan Islam, dan tidak adanya evaluasi sistemis tentang apakah penerapan hukuman fisik secara 

faktual menghasilkan kemaslahatan yang diharapkan. Reformasi berbasis maqashid bukan hanya mungkin 

dilakukan, tetapi merupakan keharusan dari sudut pandang Islam itu sendiri. Ketiga, ketegangan normatif dalam 

hubungannya dengan Qanun Jinayat Aceh, hukum nasional di Indonesia, dan standar HAM secara global 
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merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan penanganan sistemis dan dialogis. Tidak ada 

solusi mudah yang memuaskan semua pihak; diperlukan negosiasi yang jujur, mengikutsertakan seluruh pihak 

terkait, dan berkomitmen pada semua nilai keadilan serta martabat manusia. Keempat, kerangka Reformasi 

Penegakan Syariat Berbasis Maqashid al-Syariah (RPSM) yang diusulkan dalam penelitian ini yang mencakup 

revisi normatif Qanun, penguatan kelembagaan peradilan, integrasi rehabilitasi dalam pemidanaan, dan 

profesionalisasi WH merupakan langkah yang perlu, dapat diwujudkan, dan berakar kuat dalam tradisi ijtihad 

Islam. Keberhasilan reformasi ini membutuhkan political will dari Pemerintah Aceh, dukungan aktif dari para 

ulama, partisipasi masyarakat sipil, dan keterlibatan konstruktif pemerintah nasional. 
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